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Kampanye identik dengan menggunakan metode pemasangan alat peraga
kampanye (APK) dan perihal lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye
(APK), namun beberapa peserta kampanye masih melakukan pelanggaran
pemasangan APK khususnya di Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pasang
pada pohon dan infastruktur yang dapat merusak lingkungan dan keindahan kota.
Penelitian in1 mengkaji bagaimana kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh dalam
menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye (APK) dan
bagaimana perspektif sivasah syar’iyyah terhadap kewenangan DLHK3 Kota
Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon APK. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi
kasus (case approach). Dalam PERWAL Nomor 50 Tahun 2016 Tentang
Susunan, Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DLHK3 Kota Banda Aceh
pada pasal 9c berisi tentang perintah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota. Dalam hal
ini DLHK3 memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengarahan
serta melakukan tindakan pencabutan banner yang tertempel dipohon dan
melakukan pemulihan pada pohon seperti memangkas bagian yang rusak. Dalam
perspektif siyasah syar’iyyah kewenangan DLHK3 Kota Banda Aceh terhadap
penanggulangan kerusakan pohon akibat APK dapat melakukan beberapa kriteria
didalam siyasah syar’iyyah, diantaranya harus sesuai dan tidak bertentangan
dengan syari’at Islam, Meletakkan persamaan (4/-Musawah) kedudukan manusia
di depan hukum dan pemerintahan, Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
(Tahqiq Al-Adalah), Menciptakan kemaslahatan dan menolak Kemudaratan (jalb
Al-Masalih Wa Daf” Al-Mafasid).
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya
1. Konsonan

Daftar fonem konsonan dalam bahasa Arab sering kali direpresentasikan
dalam alfabet Arab, transliterasi Latin, atau kombinasi keduanya. Beberapa
fonem konsonan Arab dalam sistem penulisan Arab dapat dengan mudah
direpresentasikan dalam aksara Arab, sementara yang lain memerlukan
transliterasi dengan aksara Latin atau aksara tambahan untuk merepresentasikan
bunyi tertentu.

Perlu diketahui bahwa transliterasi adalah proses pengubahan karakter
atau simbol dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lainnya tanpa
mengubah makna atau fonem.

Oleh karena itu, representasi fonem konsonan Arab dalam aksara Arab
dan transliterasi aksara Latin dapat berbeda-beda tergantung metode dan sistem
yang digunakan. Di bawah ini contoh daftar fonem konsonan bahasa Arab beserta

transliterasinya dalam huruf Latin :

Huruf Nam Huruf = Huruf Nama Huruf Nama
Arab amy Latin am Arab Latin
89k tidake di- (Tdeengan
b ARE ) ban gﬁbaﬂg' L |a © | ik di
-gkan bawah)
zet
« Ba’ B Be L Za z (dengan
. ' titik di
bawah)
- _, . . koma
= " O S terbalik
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(di
atas)
Es
() Sa’ S (dengan < Gain Ge
titik di d 8
atas)
z Jim J Je 8 Fa’ f Ef
Ha
- (dengan - - .
c | b Ltk | O | @ |k
bawah
& |Kna| kn |Kadam & | Kaf k |Ka
ha
2 | Dal D |De J |Lam 1 El
Zet
: . . (dengan -
J Zal V4 titik di e Mim m Em
atas)
J Ra’ R Er 8 Nin n En
J Zai A Zet 9 Wau w We
B Sin S Es 2 Ha’ h Ha
U | Syin Sy |esdanye 3 > ‘ goostro
H f
Es
Sad $ (doncas Ya’ Ye
> > | ti-tik di & y
bawah)
De
. (dengan
va | Padi 4 ik i
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
- Fathah A
— Kasrah I
- Dammah U

b. Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama

g/ Fathah dan Y2’ ai adani
Seeee Fathah dan Wau 1 adanu

Contoh:

< kataba i isulila

S kaifa J#  : haula

Jab . fa‘ala oS : zukira

<& & yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan T Huruf dan Nama
Huruf Tanda

V7. | Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
Soos Kasrah dan'ya I 1 dan garis di atas
S Dammah dan waw U u dan garis di atas

Contoh:

J8  :gala s iramd

Js - gila Jds&  :yagqiilu




4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta marbutah 7a’ marbiitah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup: Ta' marbiitah yang mendapatkan harakat fathah,
kasrah, atau dammah diucapkan sebagai 't' dalam proses transliterasi.
Misalnya, jika ta' marbitah tersebut memiliki harakat fathah, akan
diwakili oleh huruf't' dalam transliterasi.

b. Ta'marbiitah mati: Ta' marbiitah yang mendapatkan harakat sukun (tanpa
vokal) diucapkan sebagai 'h' dalam proses transliterasi. Misalnya, jika ta’

marbitah tersebut tidak memiliki vokal, akan diwakili oleh huruf 'h'

dalam transliterasi.

c. Ketika kata yang berakhir dengan /a" marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang "a/" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah,
maka ta' marbiitah itu ditransliterasikan dengan 'ha' (4). Ini membantu

menandai perubahan dalam pengucapan ta’ marbiitah dalam konteks

tertentu.
Contoh:
JUubY\ 49, i raudatul al-atfal / raudatu al-atfal
bogiall dbaal 2 gl-Madinah al-Munawwarah/

al-Madimatul Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:
U, :rabbana axd : nu'ima
Jd¥  :nazzala & :al-hajju
A al-birr

X1



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “d ““. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh
huruf gomariah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti-oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada
dua.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan = dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.

Contoh:
N ar-rajulu dawad)  : as-sayyidatu
hedd)  : asy-syamsu Sl al-jalalu
&l :al-badi'u atll - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan
akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
a. Hamzah di awal:

Qe umirtu

Js) : akala
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b. Hamzah ditengah:
Q9 U takhuzina
asSU  : takuliina
c. Hamzah di akhir:
£ o : syaiun
sl an-nauu
8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun Auruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.
Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua

cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

O i sl A O Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin.
Wa innallaha lahuwa khairur-razigin.

O Jpall g Sl ) g gl Fa aufii al-kaila wa al-mizana.
Fa aufii al-kaila wal-mizana.

g 9 L e ) sy Bismillahi majreha wa mursaha.

) k) e 4 g Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
manistata ‘a ilaihi sabila.

S 4] g laind) (e Wa lillahi 'alda an-nasi hijju al-baiti

manistata ‘a ilaihi sabila.
9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:

Jou ¥l aala g Wa ma Muhammadun illa rasil.

S b A8y Al (Wil a9 i Jg) ) Inna awwala baitin wudi‘a lin-
nasi lillazi Bi Bakkata mubarakan.

OVAN 4@ I35 g2 ldaay g Syahru Ramadana al-lazi unzila
fihi al-Quranu.

Cal) (3l o ) 81 Wa lagad raahu bil-ufuqil-mubini.

Opaladl o) dland) Al-hamdu lillahi rabbil- alamina.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak digunakan.
Contoh:
Cu B g Al (e pal Nasrum minallahi wa fathun garib.
e ¥ Lillahi al-amru jami'an.
Lillahil-amru jami ‘an
s o JSy 9 Wallahu bikulli syaiin ‘alimun.
10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
[Imu Tajwid, karena bertujuan untuk memberikan kefasihan dalam bacaan. Oleh
karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid yang mengatur tentang cara membaca dengan benar huruf-huruf Arab dan
tanda-tanda bacaannya. Beberapa catatan modifikasi yang diberikan dalam
pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia akan ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sudah lazim.
Namun, untuk nama-nama selain orang Indonesia, akan mengikuti kaidah
penerjemahan transliterasi. Misalnya, nama "M. Syuhudi Ismail" tidak
akan diubah, tetapi nama "S{amad ibn Sulaiman" akan ditulis sesuai

kaidah transliterasi.
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b. Nama negara dan Kota akan ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia yang
umum digunakan, seperti "Mesir" bukan "Mis}r," dan "Beirut" bukan
"Bayrit."

c. Kata-kata yang sudah menjadi serapan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak akan ditransliterasi. Misalnya, kata "Tasauf" akan ditulis

tanpa transliterasi menjadi "Tasawuf.

Dengan adanya pedoman transliterasi dan pedoman tajwid yang saling
melengkapi, diharapkan akan memudahkan pembaca untuk memahami dan
membaca teks-teks berbahasa Arab dengan benar dan fasih sesuai dengan kaidah

yang berlaku.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih
sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, Badan Legislatif dan
Presiden yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat. Pemilu di Indonesia
sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang. Seperti pada Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewa Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan juga pemilu tidak akan lepas dengan suatu
kampanye.'

Kampanye merupakan kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan
tawaran visi, misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).? Kampanye tersebut dilaksanakan sebagai
bentuk menarik simpati masyarakat untuk memilih paslon tersebut. Dalam proses
pemilihan setiap Paslon diberikan waktu untuk berkampanye, baik itu
berkampanye secara langsung maupun secara tidak langsung, berkampanye
secara langsung seperti berorasi kepada masyarakat untuk memilih paslon

tersebut dan secara tidak langsung dengan cara menempelkan Alat-Alat Peraga

! “Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pemerintah
Republik Indonesia, 2017.
2 Ibid.



Kampanye seperti Baliho dan Poster pada bahu jalan, tiang Listrik atau bahkan
ada yang menempelkannya pada pepohonan.

Dasar hukum yang menjadi acuan Pemilihan Umum sendiri diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dimana
Undang-Undang ini menjadi dasar hukum untuk mengatur berbagai aspek
pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan anggota Legislatif, Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.® Undang-Undang ini juga
mengatur mengenai pelanggaran yang terjadi selama Pemilu, serta sanksi yang
dapat dikenakan terhadap pelanggar. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas
dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adanya Undang-Undang ini,
diharapkan Pemilu dapat berlangsung secara Demokratis, Transparan dan
Akuntabel, sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses
politik di Indonesia.

Penggunaan alat peraga sendiri dalam masa kampanye merupakan hal
yang paling sering ditemui oleh masyarakat seperti pemasangan baliho, spanduk,
serta banner. Peraturan terkait kampanye juga diatur khusus dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum.* Namun saat memasang alat peraga kampanye tidak menutup
kemungkinan terjadinya pelanggaran saat kampanye pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden misalnya tepatnya terjadi di samping Taman Makam Pahlawan,
Kecamatan  Baiturrahman banyak atribut  atribut kampanye yang
tertempel/terpasang pada tempat yang tidak seharusnya. Sebenarnya pada
Panwaslu Kota Banda Aceh ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan
oleh beberapa Calon Legislatif Tahun 2024. Berdasarkan informasi Setidaknya
ada puluhan poster dan baliho yang melakukan pelanggaran pemasangan

peralatan kampanye di Kota Banda Aceh melalui sejumlah calon Legislatif pada

3 Ibid.
4 “Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,”
Pemerintah Republik Indonesia, 2023.



tahun 2024. Namun karena dilakukan secara tidak tepat justru menjadi limbah
visual yang berujung pada rusaknya keindahan Kota dan hilangnya nilai seni rupa
itu sendiri. Alat peraga kampanye masing-masing kandidat berkisar dari ruang
publik kecil hingg.a besar seperti perempatan jalan, pusat keramaian, lampu lalu
lintas, tiang listrik, bahkan pepohonan.’

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat
khususnya umat muslim yang berada di wilayah Indonesia dan menempati setiap
dari suatu pemukiman. Adapun masalah yang mengganggu kesehatan warga
sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul
pencemaran lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, banyak sekali
ayat-ayat Al-qur’an dan Al-Hadist yang membicarakan tentang keharusan umat
manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam
Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang-undangan
dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di
daerah-daerah yang ada di Indonesia.®

Dalam rangka menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan
alam, serta memastikan ketertiban dan kesejahteraan sosial, hukum Islam
menetapkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas
kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan sesuai.
Kita semua sebagai makhluk hidup membutuhkan lingkungan hidup yang baik,
indah, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan hidup. Oleh
karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang baik dan
mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak

melakukan kerusakan didalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap orang.

5 Azka Abdi Amrurobbi, “Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan
Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada,” Jurnal Adhyasta Pemilu 4, nomor. 2 (2021): 6678,
doi:10.55108/jap.v4i2.50.

6 Masykur, Abdul. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam. Graha Ilmu, 2010. Him.
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Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.
Kerusakan yang disebabkan oleh alat peraga kampanye, seperti spanduk, poster,
banner atau baliho, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip
ini. Dalam konteks Siyasah Syar'iyyah, tindakan yang merusak lingkungan dapat
dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan syariah, yang
bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat. Alasan
menggunakan Siyasah Syar’iyyah karena - Siyasah ini menekankan akan
pentingnya pencegahan, yakni mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya yang
lebih besar. Prinsip Saad Al-Dzari’ah ini sangat relevan dalam tata Kelola
lingkungan, terutama dalam pengendalian polusi, pelestarian hutan, dan
pengelolaan sumber daya alam.’

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3)
Banda Aceh secara khusus memiliki tugas menangani permasalahan Kerusakan
Lingkungan Kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan WaliKota
(PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh pada pasal 7 yang menyatakan bahwa “Dinas Lingkungan
Hidup, Kebersihan dan keindahan Kota mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota”. Serta pada pasal 9c berbunyi
perintah tentang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.®

Seharusnya aturan yang telah dibuat tersebut dapat direalisasikan dengan
baik yang dimana Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota
Banda Aceh dapat memberikan pengawasan yang lebih baik kepada lingkungan

7 Magqasid Kamali, Text Cromwell, dan Maqasid Made Easy, “Maqasid Al-Shari’ah
Made Simple,” n.d. Hlm. 25

8 “Perwal Nomor 50 Tahunn 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda
Aceh,” DLHK3, n.d.



yang menjadi objek kampanye oleh parpol atau pemilihan gubernur, walikota,
DPRK, DPRD dan lain-lain. Namun realita nya visual media seperti baliho,
poster, spanduk dan banner yang melekat dipohon kayu, tiang Listrik, jembatan
dan lain-lain sering kita jumpai di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan secara permanen. Maka dari itu penulis tertarik dalam
masalah diatas dan penulis ingin mengangkat judul untuk diteliti yaitu
”Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
Banda Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Pohon Akibat Alat Peraga
Kampanye Dalam_ Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Penulis berharap dalam
penelitian ini dapat menjadi solusi dan bahan kajian untuk permasalahan diatas
dapat menjadi lebih baik.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di dalam penelitian ini maka penulis
dapat merumuskan masalah, Yaitu ;

1. Bagaimana Kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan
keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon
akibat Alat Peraga Kampanye?

2. Bagaimana perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap kewenangan dinas
lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh dalam
menanggulangi kerusakan pohon akibat Alat Peraga Kampanye?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan di atas
adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan dinas lingkungan hidup,
kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh terhadap penanggulangan
kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap

kewenangan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota



Banda Aceh terhadap penanggulangan kerusakan pohon akibat alat peraga

kampanye.

D. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan yang

menjadi kajian pustaka dalam penulisan ini sebagai berikut :

1.

Skripsi yang ditulis oleh Fandi Akbar yang berjudul Pengunaan Alat
Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun
2014 (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitan ini
menunjukkan permasalahan mengenai bagaimana penggunaan alat peraga
kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 dan menjelaskan bagaimana
upaya terkait dalam menangani pelanggaran penggunaan alat peraga
kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Aceh besar.’
Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan
pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat
peraga kampanye.

Skripsi yang ditulis oleh wirda yang berjudul Penegkan Hukum Terhadap
Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun
2019 (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini
menunjukkan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum
tahun 2019 serta menjelaskan upaya yang terkait dalam pelanggaran
pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2019 di Kota
Banda Aceh.!” Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan

difokuskan pada bagaimana kewenangan Dinas Lingkungan Hidup

° Fandi Akbar, “Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota

Legislatif Tahun 2014(Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar),” Universitas Syiah Kuala,
2014, https://etd.usk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9531.

10 Wirda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)” 2019 (2020).



Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi
kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

3. Journal Azka Abdi Amrurobbi “Problematika Sampah Visual Media Luar
Ruangan : Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu Dan Pilkada™ Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan iklan politik pemilu
serentak 2019 dan pilkada serentak 2020 seharusnya bisa menjadi bagian
dekorasi Kota yang indah. Untuk menjaga lingkungn tetap indah dan asri
dari sampah visual kampanye, maka diperlukan peraturan yang selaras
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk mengantisipasi para calon anggota
legislative dan eksekutif yang akan berkonsentrasi terutama didalam
kampanye.!! Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih
difokuskan pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan
Keindahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon
akibat alat peraga kampanye.

4. Journal Rizky Darmawansyah Sihombing “Problematika Alat Peraga
Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Ultitarianisme”
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat peraga kampanye yang di
sebarkan secara massif yang dapat menyebabkan sampah visual, ataupun
dapat merusak estetika dari keindahan Kota. Maka pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum yang dikeluarkan oleh KPU telah cukup detail mengatur
bagaimana standar katagorikan Alat Peraga Kampanye.!? Sedangkan
dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada

kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota

' Amrurobbi, “Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi
Kampanye Pemilu dan Pilkada.”

12 Rizky Darmawansyah Sihombing, “Problematika Masa Pemilihan Umum Perspektif
Teori Utilitarianisme Jeremy Banthem,” Grondwe 3, nomor. 1 (2024): 300-314.



Banda Aceh dalam menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga
kampanye.
5. Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Dani Kusumon yang berjudul
“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta” Hasil
penelitian ini menunjukkan permasalahan mengenai Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Pemasangan -Alat Peraga Kampanye Pemilu
Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.'® Sedangkan dalam penelitian
yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada kewenangan Dinas
Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam
menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.
E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian
kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis
dalam memahami substanst dan rangkaian kata yang telah disusun oleh penulis
menjadi sebuah judul. Dengan adanya penjelasan istilah ini maka penulis akan
lebih mudah dalam memahami variable penelitian serta lebih fokus terhadap
penelitian. Adapun penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frasa
yang terdiri dari :

1. Kerusakan Pohon

Kerusakan pohon adalah tindakan yang merujuk pada kondisi dimana
bagian-bagian pada pohon mengalami gangguan yang dapat mempengaruhi
kesehatan serta fungsi fisiologisnya yang disebabkan oleh faktor biotik (hama

dan pathogen) maupun abiotik (cuaca ekstrem atau ativitas manusia).'*

13 Wisnu Dani Kusumo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta” 151 (2015): 10-17.

14 Dina Pertiwi, Rahmat Safe, dan Hari Kaskoyo, “Identifikasi Kondisi Kerusakan Pohon
Menggunakan Metode Forest Health Monitoring Di Tahura War Provinsi Lampung,” Jurnal
Perennial 15, nomor. 1 (2019): 1-7, http://journal.unhas.ac.id/index.php/perennial.



Kerusakan pada organ tanaman dapat terjadi di semua bagian pohon,
termasuk batang, cabang, dan daun. Kerusakan pada batang bagian bawah
memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan kerusakan pohon pada
organ lainnya di atasnya, karena kerusakan paling parah pada batang bawah
menyebabkan pohon lebih rentan terhadap kerusakan dan tumbang.'?

Kerusakan pohon dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan
dan perkembangan pohon baik yang diakibatkan oleh salah satu maupun
beberapa faktor. Jenis kerusakan pohon yang biasanya ditemukan, meliputi:
kanker, konk, luka terbuka, resinosis/gummosis, batang pecah, rayap, cabang
patah/mati serta pucuk dan tunas rusak.'¢
2. Alat Peraga Kampanye

Alat peraga merupakan suatu benda atau alat yang dapat dilihat oleh
mata dan indra lain dengan tujuan mendukung pencapaian suatu tujuan. Alat
peraga digunakan untuk menyampaikan atau memberikan informasi kepada
orang yang membacanya dan melihatnya. Kampanye dapat diartikan sebagai
sarana komunikasi yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan
untuk mempengaruhi orang yang terlibat. Secara keseluruhan, pengertian alat
peraga kampanye adalah sebuah alat komunikasi individu yang bertujuan
untuk mempengaruhi atau menyampaikan informasi serta pesan kepada target
yang dituju dalam kampanye tersebut. Alat Peraga Kampanye yang dibahas
dalam skripsi ini mencakup segala benda atau bentuk lain yang memuat visi,

misi program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau

5 Machya Kartika Tsani dan R Safe’i, “Identifikasi tingkat kerusakan tegakan pada
kawasan pusat pelatihan gajah Taman Nasional Way Kambas,” Jurnal Hutan Tropis 5, nomor. 3
(2017): 215-21.

16 Bondan Abimanyu, Rahmat Safe’i, dan Wahyu Hidayat, “Aplikasi Metode Forest
Health Monitoring dalam Penilaian Kerusakan Pohon di Hutan Kota Metro,” Jurnal Sylva Lestari
7, nomor. 3 (2019): 289, doi:10.23960/js137289-298.
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tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk tujuan kampanye yang

bertujuan menarik orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu.!’

3. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh

Secara bahasa, istilah kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.'8

Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda
Aceh atau disingkat DLHK3. Jadi maksud kewenangan Dinas Lingkungan
Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh ialah keikutsertaan dan
kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda
Aceh yang bertanggung jawab dalam mewujudkan visi misi kebersihan pada
Kota Banda Aceh.

4. Siyasah Syari’iyah

Secara etimologi siyasah syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang
berarti sesuatu yang bersifat syar i atau bisa diartikan sebagai peraturan politik
yang bersifat syar i. secara terminologis menurut Ibnu Akil siyasah syar’iyyah
merupakan sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat
dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan."

Dari definisi siyasah yang dikemukakan oleh Ibnu Akil mengandung
pengertian siyasah itu dalam wilayah jjtihadi, yaita dalam urusan-urusan
publik yang tidak ada dalil gath ’i dari Al-Qur’an dan Sunnah melainkan dalam
wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka
dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan giyas dan maslahat

mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah syar’iyyah adalah

17 “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye
Pemilihan Umum,” Pemerintah Republik Indonesia, 2018.
18 “Kewenangan,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, n.d.,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan.

19 J Beno, A.P Silen, dan M Yanti, “Siyasah Syari’ah dan Figh Siyasah,” Braz Dent J.
33, nomor. 1 (2022): 1-12.
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keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia
di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun
cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur’aan dan Sunnah secara
eksplisit.?® Dapat dipahami bahwa esensi siyasah syar’iyyah itu ialah
kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan
menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah :
dalil-dalil kully dari al-Qur’an maupun al-Hadits, Maqashid syari’ah,
semangat ajaran Islam dan kaidah-kaidah kulliyah fighiyah.*!
5. Kampanye
Kampanye merupakan proses interaksi yang bersifat intensif dari partai
kepada publik dengan kurun waktu tertentu dan biasanya terjadi menjelang
pemilu. Didefinisikan kampanye politik sebagai periode (waktu) yang
diberikan oleh panitia pemilihan umum kepada semua konsestan, baik partai
politik maupun kontestan perorangan untuk memaparkan visi, misi serta
program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus
memobilisasi masyarakat agar memberikan suaranya kepada mereka sewaktu
pencoblosan.”? Landasan hukum pelaksanaan kampanye pemilu 2024
mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu yang terdapat pada
Pasal 267 sampai dengan Pasal 324.2° Sedangkan untuk petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 dalam hal tersebut mencakup tentang kampanye
pemilu, metode kampanye, materi kampanye,larangan dalam kampanye,

sanksi atas pelanggaran kampanye, pemberitaan, penyiaran dan iklan

20 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah dalam Perspektif Islam,” Hukum Islam 5,
nomor. 2 (2022): 112-27.

2! Muhammad Lazim dan Efendi Zulfan, Corak Fikih Siyasah, vol. IX, n.d.

2 “Mekanisme Kampanye Pemilu,” KIP Aceh, 2023,
https://kipaceh.kpu.go.id/blog/read/mekanisme-kampanye-pemilu-2024.

2 “Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”
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kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan hal-hal lain yang
menyangkut tentang kampanye.?*
F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ilmiah diperlukan metode yang baik dan benar, agar
tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya
metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah sangat penting untuk
memperoleh informasi yang lengkap, obyektif, dan akurat. Dalam penulisan suatu
karya ilmiah, metode memegang peranan penting untuk mencapai tujuan yang
lebih komprehensif, yaitu mencapai hasil penelitian yang harus dicapai secara
efisien dan sistematis.?
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kasus (Case Approach). Berikut adalah penjelasan dari
pendekatan-pendekatan tersebut.?® Pendekatan kasus (Case Approach) adalah
pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang
berakaitan dengan isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum. Kajian pokok pada pendekatan kasus
adalah ratio decodendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk
sampai kepada suatu putusan.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penenlitian yang
mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif
maupun asas-asas hukum umum. Penelitian yuridis empiris disebut juga

penelitian doktrinal yang menjelaskan sistem kategori hukum tertentu. Dengan

24 “peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023,” Pemerintah Republik
Indonesia, 2023.

% Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis
Statistik dan Penafsirannya, edisi 1 (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2017).

26 Djulaeka dan Rahayu Devi, Metode Penelitian Hukum (Scopindo Media Pustaka,
2020).
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metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas
dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan. Penelitian Hukum
empiris berguna untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadinya
kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.?’
3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat rujukan peneliti mengambil data. metode
penelitian ini terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang
dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil wawancara
kemudian diolah. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui
individu atau perseorangan.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Adapun sumber
sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder
terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan
kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan
situs internet.

c. Data tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-
Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang
penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa
Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data
Adapaun Teknik pengumpulan data penulis yaitu dengan melakukan
wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya

jawab lisan yang berlangsung satu arah, yang berarti pertanyaan datang dari

27 Ibid.
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Peneliti dan jawaban diberikan oleh objek yang diwawancarai.?® Dalam teknik
ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak
terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya tetapi penulis terjun langsung ke lapangan dan bertanya
secara bertatap muka langsung dengan narasumber.?

Pada penelitian skripsi ini wawancara yang dilakukan adalah
wawancara dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Keindahan Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, narasumber yang ditemui adalah
Aida Fitria selaku Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan pada Bidang
Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan. Wawancara ini dilaksanakan di
kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi agar data terkumpul
secara maksimal.

Sumber data pada penelitian adalah data sekunder yaitu data yang bisa
mendukung data primer serta didapat bukan dari sumber primer.’’ Data
sekunder merupakan sumber data suatu penclitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder pada skripsi
ini yaitu berita-berita, jurnal hukum, jurnal pemilu, jurnal kampanye, jurnal
politik msaupun jurnal-jurnal lainnya yang dapat mendukung penulis dalam
mengumpulkan data terkait dengan masalah penulis.’

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah

selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik

penelitian dengan langkah-langkah seperti Studi pustaka dilakukan melalui

28 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Rineka
Cipta, 2011).

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta,
2020).

30 Ibid.

31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (DI. Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
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tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan
inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul
kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing), penyusunan
(recontructing), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok
bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (sistematizing)
6. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kulitatif
dengan menggunakan metode analisis induktif.
a. Reduksi
Data Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustaan perhatian
pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data didapatkan dari seluruh
data melalui hasil wawancara dan pengkajian dokumen.
b. Penyajian data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun,
sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan.kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kulitatif berupa teks naratif
berbentuk catatan lapangan.
c¢. Kesimpulan dan verifikasi
Data yang sudah diatur sedemikian rupa kemudian dipolakan,
difokuskan, dan disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan
sehingga makna data dapat ditemukan.
7. Pedoman Penulisan
Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman
Qanun Aceh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.
G. Sistematika Pembahasan
Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam

memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang
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pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki
keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat
mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang
dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan
sistematika sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, penulis mengurai tentang landasan teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu tentang Kewenangan Dinas
Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam
Menanggulangi kerusakan pohon akibat alat peraga kampanye.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, dan
menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran

dari penulis dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



